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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“When The Snows Fall, and The White Winds Blow, The Lone Wolf Dies, But 

The Pack Survives” – Stark 

 

“We have to be greater than what we suffer” -Gwen Stacy 

 

“Your Current Situation is not Your Final Destination” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan 

pulau-pulau besar maupun kecil yang kemudian terangkai menjadi suatu 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data dari 

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memiliki kurang lebih 

17.508 Pulau termasuk pulau besar dan pulau kecil,1 dengan luas laut 3,25 juta 

km2 dan 2,55 juta km2 yang merupakan zona ekonomi eksklusif. Daratan 

Indonesia yang lebih kecil daripada luas lautan, yaitu hanya 2,01 juta km2, 

maka Indonesia dapat dijuluki dengan negara maritim.2 

Letak strategis Indonesia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa 

membuat Indonesia memiliki peranan penting dalam rantai pasokan global. 

Dengan perkiraan presentase lalu lintas laut global sebesar 44%, dan 95% dari 

kapal di wilayah Asia Pasifik, menjadikan perairan Indonesia sebagai pemeran 

penting dalam lalu lintas maritim global. Indonesia yang berada diantara 

Samudra Hindia dan Pasifik, dengan posisinya yang terkoneksi dengan arus-

arus laut dunia, atau yang disebut dengan ‘great ocean conveyor belt’ 

 
1 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jumlah Pulau. (Kementrian Kelautan dan 

Perikanan 2022) https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau, diakses pada 13 Agustus 

2023 
2 Pratama, Oki. Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan 

Perikanan Indonesia. (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2020 ) 

https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-

dan-perikanan-indonesia, diakses pada 13 Agustus 2023 

https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau
https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
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menjadikan laut Indonesia sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan 

internasional, iklim global, dan keanekaragaman hayati.3 

Posisi laut Indonesia sebagai pusat kepentingan global yang strategis 

menyebabkan Indonesia rawan terjadinya pencemaran lingkungan laut, baik itu 

yang berasal dari aktivitas domestik manusia (marine debris), tumpahaan 

minyak (oil spill), maupun aktivitas lainnya. Pencemaran lingkungan laut 

(Pollution of the marine environment), berdasarkan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) pada Pasal 1 ayat (44) 

menyatakan bahwa : 

“pollution of the marine environment" means the introduction by man, 

directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, 

including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious 

effects as harm to living resources and marine life, hazards to human 

health, hindrance to marine activities, including fishing and other 

legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and 

reduction of amenities;” (dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

dimasukkannya bahan atau energi oleh manusia ke dalam lingkungan laut, 

yang membawa akibat buruk seperti kerusakan kekayaan hayati laut dan 

kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap 

kegiatan di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang 

sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan 

kenyamanan.) 

Berdasakan The International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships (MARPOL 73/78), pada Annex I Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa 

para pihak dalam konvensi ini terikat untuk mencegah pencemaran lingkungan 

 
3 Kuswardani, Anastasia Rita Tisiana Dwi. Keistimewaan Laut Indonesia: Kekuatan dan 

Tantangannya. Mongabay Situs Berita Lingkungan (2020). 

https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-

tantangannya/, diakses pada 13 Agustus 2023 
4 United Nations Convention on the Law of the Sea. (Disahkan pada 10 Januari 1982 di 

Jamaika, mulai berlaku 16 November 1994, 1833 UNTS 397). (Pasal 1 ayat (4)). 

https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-tantangannya/
https://www.mongabay.co.id/2020/06/24/keistimewaan-laut-indonesia-kekuatan-dan-tantangannya/
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laut yang bersumber dari zat-zat berbahaya. Zat berbahaya (harmful substance) 

pada konvensi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2)5, yaitu :  

“Harmful substance means any substance which, if introduced into the 

sea, is liable to create hazards to human health, to harm living resources 

and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate 

uses of the sea, and includes any substance subject to control by the present 

Convention.”, (zat apapun yang dimasukkan ke laut dapat menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan manusia, bagi sumber daya hayati laut, merusak 

fasilitas atau menganggu penggunaan laut yang sah lainnya, dan zat apa 

pun yang tunduk pada konvensi ini.) 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup6, dalam arti luas, Pasal 1 angka 14, 

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam ligkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan.” 

Menurut para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencemaran laut didefinisikan sebagai,  

“Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the 

marine environment (including) resulting in such deleterious effects as 

harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine 

activities including fishing, impairment quality for use of sea water and 

reduction of amenities.” 7 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pada Pasal 1 angka 60, dijelaskan bahwa ”Pencemaran Laut adalah masuknya 

 
5 The International Convention for the Prevention from Ships (MARPOL 73/78). 

Consilidated Edition, IMO London, 1997. (Pasal 2 ayat (2)). 
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). (Pasal 1 angka 14).  
7 Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Jakarta, Diadit 

Media. hal. 24. 
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atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan Lingkungan Laut tidak sesuai 

lagi dengan Baku Mutu Air Laut.”8 

Penyebab pencemaran lingkungan laut dibedakan menjadi 5 (lima) 

kategori, yaitu:9 

1. Marine pollution caused via the atmosphere by land based activities 

Golongan pertama ini disebabkan oleh 3 (tiga) penyebab utama, yaitu : 

a. Penggunaan senyawa kimia sintetis, seperti hidrokarbon klorinasi 

dalam sektor pertanian 

b. Pelepasan logam-logam berat (“heavy metal”) seperti merkuri akibat 

proses industri atau lainnya 

c. Pencemaran atmosfer oleh hidrokarbon minyak hasil dari penggunaan 

minyak bumi sebagai sumber energi 

2. The disposal of domestic and industrial wastes 

Terjadi melalui aliran limbah industri dari pesisir, baik melalui saluran 

pembuangan maupun pembuangan langsung. 

 

 

 

 
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 60). 
9 Ni Putu Suci Merinarni. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengkera Pencemaran 

Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor. Udayana Master Law 

Journal. Vol. 5 (4).  
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3. Marine pollution caused by radioactivity 

Timbul akibat kegiatan radioaktif alami dan manusia, terutama uji coba 

senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk penggunaan 

laut untuk kepentingan militer. 

4. Ship-borne pollutants. 

Disebabkan oleh tumpahan minyak dari kecelakaan kapal di laut. 

5. Pollution from offshore mineral production.  

Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan penambangan di dasar 

laut, terlebih jika terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan 

pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. 

Sejalan dengan permasalahan pencemaran lingkungan di laut, maka 

terbentuklah Convention on the Establishment of the International Maritime 

Consultative Organization 1948 (IMO Convention 1948). Secara singkat 

konvensi ini berisikan pembentukan organisasi internasional bidang maritim 

yang tugasnya menangani keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan 

laut dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Indonesia 

meratifikasi konvensi ini dan menjadi anggota IMO sejak September 1960 

dengan Surat Pejabat Presiden kepada Sekretaris Jenderal IMO No. 9796/1960 

pada tanggal 7 Mei 1960. Konvensi IMO ini mengalami beberapa kali 

amandemen yang kemudian diratifikasi Indonesia dengan bentuk legalitas 

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1996.10  

 
10 Departemen Perhubungan. Daftar Konvensi Internasional Bidang Maritim Dimana 

Indonesia sebagai Negara Anggota. https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-

berkala/20200819131943.DAFTAR_KONVENSI_INTERNASIONAL_BIDANG_MARITIM.pdf 

diakses pada 23 Agustus 2023 

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20200819131943.DAFTAR_KONVENSI_INTERNASIONAL_BIDANG_MARITIM.pdf
https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20200819131943.DAFTAR_KONVENSI_INTERNASIONAL_BIDANG_MARITIM.pdf
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Selanjutnya di bawah IMO terdapat International Convention for the 

Prevention of Pollution From Ships 1973 and Protocol of 1978 relating thereto 

(MARPOL 73/78). Konvensi ini merupakan pengganti dari International 

Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil 1954 (OILPOL). 

Secara singkat konvensi ini menangani pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran oleh minyak dari kapal, yang disebabkan oleh kecelakaan kapal 

tanker dan kapal lainnya. Mengenai pencemaran yang disebabkan oleh minyak 

berlaku ketentuan Annex I. Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan bentuk 

legalitas berupa Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986.11 

Kemudian, berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia, Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan 

Minyak di Laut. Perpres ini menyebutkan definisi dari tumpahan minyak di 

laut pada Pasal 1 angka 2, yaitu “Tumpahan minyak di laut adalah lepasnya 

minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal 

dari kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, atau 

kegiatan lain.”12 Dikutip dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, setidaknya 

ada 6 kasus tumpahan minyak yang telah ditangani oleh KKP.13 

1. Kasus bocornya pipa Pertamina Cilacap (King Fisher) (April 2000). 

Kerugian 600.000 barel minyak mentah. 

 
11 Ibid 
12 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat 

Tumpahan Minyak di Laut (Pasal 1 angka 2) 
13 Kementrian Kelautan dan Perikanan. Tumpahan Minyak (Oil Spill). https://kkp.go.id/an-

component/media/upload-gambar-

pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/tumpahan%20minyak.pdf, diakses pada 

13 Agustus 2023 

https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/tumpahan%20minyak.pdf
https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/tumpahan%20minyak.pdf
https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/tumpahan%20minyak.pdf
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2. Kasus Montara (75 hari) (Agustus 2009). Kerugian 400 barel/hari. 

3. Kasus Kepulauan Seribu (2003 dan 2004).  

4. Kasus tubrukan Motor Tanker (MT) Wan Hai 301 dengan MT APL Denver 

(Januari 2017). Kerugian 300 ton minyak mentah. 

5. Kasus tumpahan minyak Balikpapan (2018). Kerugian 202.700m3 atau 

1.238.619 barrel. (1 barrel = 159 liter) 

Penulisan skripsi ini akan meneliti mengenai pencemaran lingkungan laut  

yang disebabkan oleh kebocoran minyak akibat tabrakan Kapal MV. EVER 

JUDGER. Kapal MV. Ever Judger merupakan jenis kapal Bulk Carrier 

berbendera Panama dengan YardNo/Hull No. ZJ82K-1001 IMO number : 

9632844 milik Holding Company Limited, British Virgin Island, yang dikelola 

oleh perusahaan operator Fleet Management Ltd, Hongkong.  Kapal ini 

memiliki bobot dengan panjang 229 m, lebar 32,26 m, tinggi 49,8 m, draft 13,8 

m, dan berat 95.047 ton, dan 44.060 Gross Tonnage (GT).14  

Peristiwa ini terjadi pada 31 Maret 2018 yang diawali oleh berlayarnya 

Kapal MV. Ever Judger menuju Dermaga Balikpapan Coal Terminal untuk 

mengambil batubara milik TNB FUEL SERVICE yang kemudian akan dibawa 

menuju Pelabuhan Manjung Lumut Perak Malaysia. Kapal tersebut 

menjatuhkan jangkar sebanyak 1 (satu) segel (27,5 m) dan tersangkut hinga  

 
14 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan. Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP tentang 

Pidana Lingkungan Hidup. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/724692ba4396c5689b408f34b9ab8ae4.h

tml diakses pada 14 November 2023. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/724692ba4396c5689b408f34b9ab8ae4.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/724692ba4396c5689b408f34b9ab8ae4.html
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menyeret dan memecahkan pipa crude oil milik PT. Pertamina RU V sejauh ± 

120 meter dari Terminal Lawe-Lawe ke Balikpapan.15 

Berdasarkan Surat Direktorat Pengolahan GM RU V PT. Pertamina 

Balikpapan No. R-020/E15000/2018-S2, hitungan minyak mentah yang 

tumpah ke Perairan Balikpapan sebesar 103.771 Bbl (Seratus Tiga Ribu Tujuh 

Ratus Tujuh Puluh Satu Barrel). Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa 

tersebut adalah menyebarnya minyak mentah (crude oil) di perairan yang 

menyebabkan buku mutu air terlampaui. Akibat lain adalah rusaknya hutan 

Mangrove di Kawasan Kariangau seluas ± 319.21 Ha, Kawasan hutan 

Margasari ± 2.34 Ha, serta berdampak pada mahluk hidup/biota laut. Bocornya 

pipa minyak mentah tersebut juga menyebabkan kebakaran di beberapa titik di 

Perairan Teluk Balikpapan yang memakan korban jiwa sebanyak 5 orang 

pemancing di sekitar lokasi titik sebaran minyak terbakar.16 

Kasus ini telah diselesaikan di Pengadilan Indonesia melalui Pengadilan 

Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, lalu di-banding 

melalui Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PIDLH/2019/PT SMR, dan 

berakhir di tingkat kasasi Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 4161 

K/Pid.Sus.LH/2019. Namun, dalam penelitian ini Penulis ingin menekankan 

pada aspek hukum Internasional.  

Sebelumnya selama 10 tahun terakhir, setidaknya ada 3 kasus terdahulu 

mengenai pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kebocoran 

 
15 Ibid 
16 Ibid   
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minyak akibat kapal. Pertama, penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban 

Pemilik MT Alyarmouk atas Tumpahan Minyak di Perairan Kepulauan Riau 

Berdasarkan CLC 1992”17 yang ditulis oleh Muqtarib. Penelitian tersebut 

mengkaji mengenai kecelakaan kapal MT Alyarmouk dan MV Sinar Kapuas 

yang menyebabkan perairan Kepulauan Riau tercemar akibat tumpahan 

minyak dari kapal pada 2015 yang lalu. Kedua, penelitian dengan judul 

“Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari 

Kecelakaan Kapal”18 yang ditulis oleh Vita Cita Emia Tarigan. Penelitian 

tersebut membahas mengenai pencemaran lingkungan laut di Selat Malaka, 

yang salah satunya adalah kasus tubrukan MT Wan Hai 301 dengan MT APL 

Denver di Perairan Malaysia 2017 silam. Ketiga, penelitian dengan judul 

“Analisis Peristiwa Tumpahan Minyak oleh MV Wakashio di Kepulauan 

Mauritius Tahun 2020”19 yang ditulis oleh Adha Muhammad Hakim, Gerardus 

Dimas Febriyanto, dan Pravda Dandun Jadmiko. Penelitian tersebut mengkaji 

peristiwa tumpahan minyak MV Wakashio di laut Mauritius yang 

mengakibatkan tercemarnya air laut pada 2020 silam.  

Terdapat keterkaitan antara penelitian di atas dengan penelitian pada 

skripsi ini, namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian pada skripsi ini, seperti subjek 

 
17 Muqtarib. Pertanggungjawaban Pemilik MT Alyarmouk atas Tumpahan Minyak di 

Perairan Kepulauan Riau Berdasarkan CLC 1992. Litra : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang 

dan Agraria. Vol 2 (1). Oktober 2022 
18 Cita, Vita Emia Tarigan. Kebijakan Pengendalian Pencemara  di Selat Malaka yang 

Bersumber dari Kecelakaan Kapal. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19 (4). Desember 2019 
19 Adha, Gerardus, Pravda. Analisis Peristiwa Tumpahan Minyak oleh MV Wakashio di 

Kepulauan Mauritius Tahun 2020. Intelektiva. Vol 3 (4). Desember 2021 
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penelitian, dimana subjek pada skripsi Penulis yaitu kapal berbendera Panama, 

sedangkan penelitian terdahulu yang telah Penulis sebutkan di atas berbendera 

Libya, Singapura, dan Gibraltar. Locus Delicti, dimana skripsi Penulis terjadi 

di Perairan Teluk Balikpapan, sedangkan pada kasus pertama terjadi di Perairan 

perbatasan Singapura-Indonesia yang menjalar hingga ke Kepulauan Riau, 

kasus kedua terjadi di Perairan Malaysia, dan kasus ketiga terjadi di Laut 

Mauritius. Selanjutnya penyebab, dimana penyebab terjadinya kasus pada 

skripsi Penulis yaitu akibat jangkar kapal yang menghantam pipa kilang 

minyak bawah laut, yang artinya minyak yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan laut bersumber dari pipa. Sedangkan 3 penelitian di atas terjadi 

karena tubrukan kapal, yang artinya penyebab kebocoran minyak yang 

menyebabkan pencemaran di laut bersumber dari kapal itu sendiri (internal). 

Berdasarkan kronologi kasus yang sudah dijelaskan di atas, Penulis 

tertarik untuk meneliti kasus bocornya pipa kilang minyak milik PT. 

PERTAMINA RU V di Perairan Teluk Bakikpapan yang terjadi pada 31 Maret 

2018 yang lalu, yang menimbulkan berbagai isu hukum seperti bagaimana 

pertanggungjawaban terhadap peristiwa tersebut, mekanisme hukum yang 

akan digunakan oleh kedua belah pihak, serta penyelesaian hukum baik itu 

menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Oleh sebab itu 

diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kasus tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai 

pencemaran lingkungan laut? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pencemaran lingkungan laut 

berdasarkan hukum internasional atas peristiwa bocornya pipa kilang 

minyak PT. Pertamina? 

3. Bagaimana mekanisme penyelesaian pencemaran lingkungan laut 

berdasarkan hukum internasional atas peristiwa bocornya pipa kilang 

minyak PT. Pertamina? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui instrumen hukum internasional yang mengatur 

mengenai pencemaran lingkungan laut. 

2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pencemaran lingkungan laut 

berdasarkan hukum internasional atas peristiwa bocornya pipa kilang 

minyak PT. Pertamina. 

3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pencemaran lingkungan laut 

berdasarkan hukum internasional atas peristiwa bocornya pipa kilang 

minyak PT. Pertamina. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapakan mampu memberikan manfaat 

secara keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum internasional 

mengenai pencemaran lingkungan di laut, serta diharapkan mampu 

menambah pengetahuan dan cakrawala yang luas secara internasional.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dan menambah 

pengetahuan mengenai pencemaran lingkungan di laut  bagi pihak terkait, 

baik itu masyarakat, mahasiswa, maupun pemerintah. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh 

Satjipto Raharjo, bermula dari hukum alam atau aliran hukum alam yang 

menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan 

abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral. Aliran ini meyakini bahwa 

hukum dan moral mencerminkan aturan internal dan eksternal kehidupan 

manusia, diwujudkan melalui sistem hukum dan moral.20 

 
20 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000. Hal 53. 
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Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk  

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, 

yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).21 

Philippe Sand menjabarkan prinsip perlindungan laut yang dikutip oleh 

Nadia Nurani menjadi 7, dimana teori perlindungan lingkungan laut ini 

dimaksudkan perlindungan hukum terhadap lingkungan laut. Adapun teori 

perlindungan lingkungan laut menurut Phillipe Sand yaitu :22 

a. Sovereignity Over Natural Resources and The Responsibility not to 

Cause Damage to the Environment of other States or to Areas Beyond 

National Jurisdiction (Prinsip Hak Berdaulat atas Sumber Daya Alam 

dan Kewajiban Mencegah Kerusakan terhadap Negara Lain) 

Negara memiliki kedaulatan untuk bebas mengeksploitasi isi 

kekayaan alamnya dan bertanggung jawab atas aktivitas dalam 

yurisdiksi negaranya terkontrol atau tidak menyebabkan kerusakan 

lingkungan terhadap wilayah di luar yurisdiksinya. Prinsip ini 

merupakan pernyataan dari prinsip 21 Deklarasi Stockholm yang 

merupakan hasil adopsi ICJ dalam Advisory Opinion dalam kasus 

Legalitas Penggunaan Senjata Nuklir 1996. 

 
21 R. La Porta. Investor Protection and Corporate governance. Jurnal Of financial 

Economics 58. 01 Januari 2000. 
22 Isfarin, Nadia Nurani. Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran 

Minyak Lintas Batas. Jurnal Ilmu Hukum. 15 (2). September 2012. hal 212 
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Prinsip ini turut tercermin pada Pasal 193 UNCLOS 1982 dimana 

negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan 

alamnya disertai dengan kewajiban melindunginya.23  

b. Principle of Preventive Action (Prinsip Mencegah Kerusakan) 

Prinsip ini tercermin pada Pasal 194 UNCLOS 1982 mengenai 

tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk mencegah, 

mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.24 

c. Cooperation (Prinsip Kerjasama) 

Para negara harus bekerjasama dalam prinsip good faith dan semangat 

partnership sebagai upaya perlindungan lingkungan. Prinsip ini 

tercermin pada Pasal 197 UNCLOS 1982 dengan tujuan untuk 

melindungi dan melestarikan lingkungan laut.25 

d. Sustainable Development (Prinsip Pembangunan Berkelanjutan) 

Pemanfaatan sumber daya laut harus mempertimbangkan lingkungan, 

dan memastikan tidak berkurangnya hak generasi yang akan mendatang 

dalam menikmati sumber daya tersebut.  

e. Precutionary Principle (Prinsip Kehati-hatian) 

Diterapkan dalam Deklarasi Rio 1992 yang bertujuan untuk berhati-hati 

atas segala kegiatan yang akan dikelola, dan menimbang dampak-

dampaknya di masa mendatang.  

f. Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar mengganti Kerugian) 

 
23 Tirtamulia Tjondro, Zona-Zona Laut UNCLOS, Brilian Internasional 
24 Ibid. Pasal 194 
25 Ibid. Pasal 197 
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Kerusakan lingkungan dibebankan pembayaran ganti rugi oleh pihak 

yang bertanggung jawab. 

g. Principle of Common but Differentiated Responsibility (Prinsip 

Tanggung Jawab Bersama) 

Prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip kesetaraan dalam 

hukum internasional dan pengakuan perlakuan khusus bagi negara 

berkembang.  

Kewajiban setiap negara untuk tidak mencemari lingkungan laut dan 

memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah laut diuraikan lebih lanjut 

pada UNCLOS 1982 terutama mengenai pencemaran lingkungan laut 

akibat kebocoran minyak. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk 

mengambil tindakan guna melindungi lingkungan laut, serta mengontrol, 

mengurangi, dan mengelola pencemaran laut. 

Teori perlindungan lingkungan laut akan menjadi acuan penting dalam 

penyelesaian permasalahan pada kasus ini guna mengembalikan 

lingkungan laut sebelum terjadinya kasus tersebut.  

2. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban merupakan suatu 

kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas 

semua hal yang terjadi dan suatu kewajiban untuk memberikan perbaikan 

atas suatu kerugian yang mungkin akan ditimbulkannya.26 

 
26 F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta, UAJ Yogyakarta, 1994. hal 77 



 

 

16 
 

Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukumnya berpandangan 

bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atau memiliki tanggung 

jawab atas perbuatan tertentu serta memiliki tanggung jawab atas suatu 

sanksi atas perbuatan yang dilarang.27 Hans Kelsen sendiri membagi 

tanggung jawab menjadi 4 (empat) macam, yakni sebagai berikut :28 

a. Pertanggungjawaban individu, yakni seorang individu memiliki 

tanggung jawab atas suatu pelanggaran yang disebabkan oleh dirinya 

sendiri. 

b. Pertanggungjawaban kolektif, yakni seorang individu memiliki 

tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan orang lain. 

c. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yakni seorang individu 

bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang Ia lakukan dengan 

sengaja dan dapat diperkirakan  tujuan pelanggarannya yang akan 

menimbulkan kerugian. 

d. Pertanggungjawaban mutlak, yakni seorang individu memiliki 

tanggung jawab terhadap pelanggaran yang Ia lakukan dengan tidak 

disengaja dan tidak diperkirakan kerugian yang akan timbul dari tujuan 

pelanggaran tersebut.  

 
27 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, sebagaimana diterjemahkan oleh 

Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007. hal. 81 
28 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 

Teori Hukum Murni: Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Nusa Media, 2018. hal 140 
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Teori pertanggungjawaban hukum akan menjadi dasar dalam mencari 

bentuk tanggung jawab internasional dalam permasalahan pencemaran 

lingkungan laut akibat kebocoran pipa kilang minyak bawah laut.  

3. Teori Penyelesaian Sengketa  

Menurut Huala Adolf, suatu sengketa dapat dikatakan sebagai sengketa 

hukum apabila sengketa tersebut dapat diserahkan dan diselesaikan oleh 

pengadilan internasional.29 Namun, hal tersebut sulit diterima karena pada 

dasarnya secara teoritis sengketa-sengketa internasional dapat diselesaikan 

oleh pengadilan internasional, dan mahkamah internasional harus 

memutuskan perkara tersebut berdasarkan prinsip kepatutan dan kelayakan 

(ex aequo et bono). 

Dikutip dari International Court of Justice (ICJ), menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah : 

“….. An international legal dispute can be defined as a disagreement 

on a question of law or fact, a conflict, or a clash of legal views or 

interests.”30 Sengketa internasional dapat didefinisikan sebagai 

ketidaksepakatan pada suatu masalah hukum atau fakta, konflik, atau 

perbedaan pandangan atau kepentingan hukum. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat Penulis simpulkan bahwa dapat 

dikatakan sengketa internasional jika persoalan mengenai perbedaan 

pandangan, konflik, masalah hukum dapat menimbulkan perselisihan dan 

didalamnya terdapat unsur asing atau lintas batas negara dalam sebuah 

perselisihan tersebut. 

 
29 Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika, 2020. hal 59 
30 International Court of Justice. Contentious Jurisdiction. https://icj-cij.org/contentious-

jurisdiction diakses pada 24 Agustus 2023 

https://icj-cij.org/contentious-jurisdiction
https://icj-cij.org/contentious-jurisdiction
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Piagam PBB pada Pasal 33 menjelaskan bahwa dalam bersengketa 

proses penyelesainnya dapat dilakukan dengan cara damai terlebih dahulu 

melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun 

penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan 

regional, atau dengan cara damai yang para pihak pilih sendiri.31 Penyataan 

pada Piagam PBB dalam pasal tersebut tercermin pada Bab XV UNCLOS 

1982 mengenai penyelesaian sengketa (settlement of disputes), dimana 

proses penyelesain sengketa dapat dilakukan secara damai.  

Teori penyelesaian sengketa internasional berperan penting sebagai 

acuan mengenai solusi dari permasalahan pada penelitian ini yang 

berkaitan dengan kapal berbendera asing milik Panama tersebut.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu metode penelitian 

hukum normatif dan metode penelitian hukum empirik. Analisis hukum 

normatif menekankan pada metode deduktif, dan metode induktif sebagai 

penunjang. Sumber data analisis hukum normatif mengedepankan dan 

mempergunakan bahan-bahan kepustakaan dalam penelitiannya.32 

Berdasarkan pernyataan di atas, Penulis berkesimpulan bahwa 

penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang 

hukum sebagai aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, norma 

 
31 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Pasal 33). 
32 Zainal, Asikin. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2014. hal 166 
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hukum, dan berbagai kepustakaan lainya untuk tercapainya sebuah 

jawaban dari suatu permasalahan hukum. 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, 

Penulis mengunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif).  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan 

regulasi terkait dengan isu hukum terkait pencemaran lingkungan di 

laut yang disebabkan oleh kebocoran pipa kilang minyak ditinjau dari 

hukum internasional. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

meninjau pandangan-pandangan doktrin, prinsip hukum untuk 

mencari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Pendekatan Kasus 

Penelitian ini menggunakan beberapa kasus sebagai rujukan terkait 

dengan isu hukum yang dihadapi, namun terdapat 1 (satu) kasus yang 

akan menjadi fokus utama dalam peneltitian ini.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) buah jenis bahan penelitian hukum, 

yakni hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier  
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a. Hukum Primer 

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan hukum yanh mengikat 

seperti  perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian, 

ataupun yurisprudensi. 

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on The 

Law of  The Sea 1982) diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 

17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 

2. Piagam PBB (Charter of The United Nations and Statute of The 

International Court of Justice) 

3. International Convention for the Prevention of Pollution From 

Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 

73/78) And Protocol of 1998 diratifikasi menjadi Keputusan 

Presiden No. 46 Tahun 1986  

4. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 

Damage, 1969 (CLC Convention 69) diratifikasi menjadi 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 

5. International Convention on the Establishment of an International 

Fund for Compensation for Oil Pollution Damage 1971 (FUND 

Convention 71) diratifikasi menjadi Keputusan Presiden Nomor 41 

Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 19 

Tahun 1978 



 

 

21 
 

6. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, 

and Cooperation 1990 (OPRC) diratifikasi menjadi Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2022 

7. Convention on Biological Diversity (CBD) diratifikasi menjadi 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan 

Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati 

8. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil 

Pollution Damage (Bunker Convention) 2001 diratifikasi menjadi 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014 

9. Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Manusia 

10. Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang Lingkungan dan 

Pembangunan 

11. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang 

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan 

Lingkungan Maritim 
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15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan 

Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan 

Berkelanjutan 

b. Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan pemjelasan lebih lanjut dari hukum 

primer, seperti buku, jurnal, literatur, artikel yang terkait pencemaran 

lingkungan di laut yang disebabkan oleh bocornya pipa kilang minyak. 

c. Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang memberikan 

pemahaman lanjutan dari hukum primer dan hukum tersier, seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus 

Inggirs-Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan/studi dokumen meliputi studi bahan-
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bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan 

hukum sekunder, bahan-bahan tersier terkait pencemaran lingkungan di 

laut.33 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis bahan penelitian dalam penelitian ini data yang didapat 

akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang digunakan 

berupa studi literatur seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, 

jurnal demi memperoleh jawaban yang jelas dari permasalahan dari 

penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pemikiran secara deduktif. Pemikiran secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat 

khusus. 

 

 

 

 

 

 

 
33 Asikin, Zainal. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 2014. hal 68 
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